BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR # TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 9 TAHUN 202 1TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN

Menimbang

Mengingat

PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan  Menteri
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/ XII/2019, tentang
penetapan luas lahan baku sawah nasional Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang — undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4677);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);




DU

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5185);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2012 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5279);



10.

1

12.

13.

14.

15.

16.

2l

3

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem
Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pembiayaan  Perlindungan Lahan  Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5288};
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
07 /Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis
Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
79 /Permentan/OT.148/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian
Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
80/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Kriteria
dan Tata Cara Penilaian Petani Berpestasi Tinggi Pada Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
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18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
81 /Permentan/OT140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat
Lawang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Empat Tahun 2018 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang
(Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016
Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTAN
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

Pasal |

Ketentuan Pasal 23 dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran
Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 9) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 23

(1) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan
sejumlah 11.562 Ha (Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua)
hektar yang tersebar di seluruh Kecamatan.

(2) Luas rincian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam setiap Kecamatan adalah sebagai
berikut:

Kecamatan Muara Pinang seluas 1323.35 hektar;

Kecamatan Lintang Kanan seluas 2417.98 hektar;
Kecamatan Pendopo seluas 2336.24 hektar;

Kecamatan Pendopo Barat seluas 183.13 hektar;
Kecamatan Pasemah Air Keruh seluas 2794,26 hektar;
Kecamatan Ulu Musi seluas 578.80 hektar;
Kecamatan Sikap Dalam seluas 156.08 hektar;
. Kecamatan Talang Padang seluas 326.66 hektar;
Kecamatan Tebing Tinggi seluas 1135.74 hektar;
j. Kecamatan Saling seluas 309.78 hektar;
(3) Luas rincian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam setiap Kecamatan digambarkan
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dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,
Lampiran IlI, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII,
Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas rincian lahan pertanian
pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
setiap desa per Kecamatan dan kemungkinan perubahan nya diatur

dalam Peraturan Bupati.




Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
& b 2023

pada
/—BUF T LAWAN&(O

[‘4—1. JONCIK MUHAMMAD
Diundangkan di Tebing Tinggi
Q Pada tanggal, + februatt 2023 }[

EKRETARIS D KABUPATEN EMPAT LAWANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN: ( 1/10/2023)

{INUT KEP/MET EONSER/PEREUR/KER/SAT-PERIANSR)
TELAH 01 TELIT) DUCORDINASION DGN BAGLAN HUKUK

KEFPALA BAGIAR
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

UMUM

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan amanat
dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang menyatakan bahwa “penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa,
serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu untuk dipergunakan sebesar-
besarnya demi kemakmuran rakyat”. Penguasaan dimaksud tidak menempatkan
negara sebagai pemilik, tetapi tetap dalam lingkup penyelenggaraan negara.

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berlangsung
selama ini menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur
penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan serta menimbulkan
berbagai konflik. Pengendalian terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan perlu menjadi
perhatian semua pihak dan merupakan bentuk peran dan kebijakan Pemerintah
Daerah dalam merealisasikan kebijakan pemerintah pusat dengan keberadaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat melindungi Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan guna
menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, serta
mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan di Daerah,
sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan
Lahan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.



Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 1
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